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Selasa, 11 Agustus 2020, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa
Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ade
Iwan  Ruswana  menghadiri  secara kegiatan

penandatanganan  nota  kesepahaman Pemeriksa

virtual
Badan
Keuangan (BPK) dengan Kejaksaan RI dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri) yang dlgelcr di kantor BPK Pusat

seluruh Indonesia serta wakil dari Kajari dan Kapolres dari 34
provinsi.Nota Kesepahaman antara BPK dengan Polri berisi
tentang kesepakatan kerjosama dalam rangka pemeriksaan,
tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berindikasi kerugian
negara/daerah dan/atau unsur pidana dan pengembangan
kapasitas kelembagaan. Sedangkan bersama Kejaksaan RI, BPK
menyepakati kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga. Nota
kesepahaman  ini  merupakan  pembaharuan  dari  nota
kesepahaman/MoU yang sudah ada sebelumnya.Sambutan
Ketua BPK menyampaikan bahwa dengan adanya Nota
Kesepahaman antara BPK-Kejaksaan Rl dan BPK-Polri diharapkan
semakin memperkuat koordinasi dan sinergitas instansi.
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PARTISIPASI BPK PERWAKILAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DALAM KEGIATAN
ORIENTASI PENGENALAN KEHIDUPAN
KAMPUS KEPADA MAHASISWA BARU DI
UNIVERSITAS PALANGKARAYA

‘ - WEWENANG BPK

BIndar pemeriksaan keuangan negara setelah
n Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang
dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
Negara;
He etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
Negara;
Enaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK
tuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan;
n fungsional Pemeriksa;
bangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
bangan atas rancangan sistem pengendalian
bh Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan
Ih Pusat/Pemerintah Daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Hari Jum'at 4
September 2020, menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan
Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) yang
diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka
Raya. Sebagai narasumber/pemateri dalam kegiatan tersebut adalah
Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah |, Bpk. Lukman Hakim. Kegiatan
dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh seluruh mahasiswa baru
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya.Bpk. Lukman
Hakim memberikan materi seputar pengenalan Badan Pemeriksa
Keuangan diantaranya terkait kedudukan BPK, tugas dan wewenang
BPK, visi dan misi BPK, dan hasil pemeriksaan BPK. Setelah pemaparan
materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para mahasiswa.
BPK Perwakilan Kalimantan Tengah sangat mendukung kegiatan ini
karena sebagai bentuk pengenalan awal dunia kerja kepada
mahasiswa, dimana nantinya setelah lulus kuliah, mereka akan terjun ke
dunia kerja.
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Senin 31 Agustus 2020, Kepala Perwakilan Ade Iwan Ruswana yang
diwakili oleh Kepala Subbagian Hukum Henry Angga Sulistyo menghadiri
kegiatan Workshop Hubungan Pers dan Pemerintah Daerah yang
diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi
Kalimantan Tengah bertempat di Hotel Neo Palma Palangkaraya.
Kegiatan ini diikuti oleh 30 awak media di wilayah Provinsi Kalimatan
Tengah. Bapak Henry Angga Sulistyo mewakili Kepala Perwakilan
sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut
beliau menyampaikan paparan dengan judul Kerjasama Pemerintah
Daerah Dengan Media Ditinjau dari Akuntabilitas Keuangan.Bapak
Henry Angga Sulistyo dalam pemaparannya juga menyampaikan peran
Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Lembaga Negara meliputi Tugas
Badan Pemeriksa Keuangan yang tertuang dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 23 E dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal
2. Beliau juga menyampaikan Tugas BPK sebagai Lembaga Negara yang
Pengelola Keuangan Negara dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara

memeriksa

Republik Indonesia
tan Tengah

TAFETA gaisi /2020

KALIMANTAN
TENGAH NARASUMBER DALAM WORKSHOP
PEMERINTAH

Dirgahayu Kemeridekaan Republik
Indonesia ke 75

ERDEKAAN REPUBLIK
H PANDEMI COVID-19
lang Tahun Kemerdekaan ke
pada Senin, 17 Agustus 2020,
Badan Pemeriksa Keuangan
engah tetap melaksanakan
Upacara Pengibaran Bendera ditengah pandemik COVID-19.
Upacara Bendera dilaksanakan dengan melalui media televisi di
rumah masing-masing pegawai baik PNS, TTT, dan OB secara
physical distancing serta mematuhi protokol kesehatan COVID-
19. Berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-
492 /M.Sesneg/Set/TU.00.04 /07 /2020 perihal Pedoman
Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan Rl Tahun 2020 dalam situasi
pandemi COVID-19 dilanjutkan dengan Nota Dinas Sekretaris
Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No.
782/ND/X/08/2020 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang
Tahun (HUT) Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun
2020 di Lingkungan Kantor Pusat, Badan Diklat PKN dan
Perwakilan. Upacara Bendera di Perwakilan dilaksanakan oleh
seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
dengan mengikuti Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan
Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang ditayangkan
oleh stasiun televisi di wilayah tempat tinggal masing-masing.
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